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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK 

PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA 

ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA 

Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat Wajib 

Pajak terdaftar. 

Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 

Diisi dengan nomor dokumen. 

Diisi dengan nama Wajib Pajak. 

Diisi dengan nomor surat permohonan. 

Diisi dengan tanggal surat permohonan. 

Diisi dengan tanggal surat permohonan 

diterima lengkap. 

Diisi dengan nama Wajib Pajak. 

Diisi dengan NPWP. 

Diisi dengan Nomor Paspor Wajib Pajak. 

Diisi dengan alasan penolakan permohonan 

Wajib Pajak. 

Diisi dengan tempat dan tanggal 

ditandatangani. 

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat 

penanda tangan. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian ~-)9"1J. ~ •'-"""""·• "'",. enterian 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 181 -

LAMPIRAN V 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR:18 /PMK. 03/2021 
TENTANG 
PELAKSANMN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENGHITUNGAN PENGENMN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS 

PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA 

Contoh 1: 

Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 2 

Januari 2021, Mr. MS datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 (enam) bulan 

di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam 

rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Pada tanggal 

1 Juli 2021, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di 

Universitas ABC di Indonesia selama 4 (empat) tahun. 

Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 

183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi Wajib 

Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 

2 Januari 2021. 

Untuk Tahun Pajak 2021, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber 

penghasilan, yaitu: 

a. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA internasional 

(kode ISCO /KBJI: 2320), yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; 

b. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika (kode ISCO /KBJI: 

2310) di Universitas ABC, yang termasuk dalam pos jabatan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan 

c. penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta dari Malaysia. 

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai WNA 

dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. MS 
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diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 Peraturan Menteri ini. 

Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. MS terdaftar, Mr. MS dapat 

dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhitung 

sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Atas 

penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B 

Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan 

pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut 

di tahun 2021, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari 

Indonesia dan luar Indonesia untuk Tahun Pajak 2021. 

Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan 

yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia. 

Contoh 2: 

Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Pada tanggal 2 Januari 2018, Mr. AB 

menandatangani kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan perusahaan 

konstruksi PT. DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer 

pengembangan bisnis (kode ISCO /KBJI: 1223). Mr. AB telah terdaftar di KPP yang 

wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. 

Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana. 

Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru 

dengan PT. DEF untukjabatan yang baru yaitu kepala proyek ahli teknik lapangan 

(kode ISCO /KBJI: 2142) untukjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. 

Untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 (dua) sumber 

penghasilan, yaitu: 

a. penghasilan sebagai manaJer pengembangan bisnis PT. DEF (kode 

ISCO /KBJI: 1223), tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan 

b. penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT. DEF (kode 

ISCO/KBJI: 2142), yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

I www.jdih.kemenkeu.go.id



- 183 -

Terhitung sejak tanggal 1 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai WNA 

dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. AB 

diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 Peraturan Menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat 

Mr. AB terdaftar, Mr. AB: 

a. untuk Tahun Pajak 2020: 

1) periode 1 April s.d. 1 November 2020, dikenai PPh atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia clan dari luar Indonesia; 

2) periode 2 November s.d. 31 Desember 2020, dikenai PPh hanya atas 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia; 

b. Tahun Pajak 2021 : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 dikenai PPh hanya atas 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia; 

c. Tahun Pajak 2022: 1 Januari s .d. 31 Desember 2022 dikenai PPh atas 

penghasilan yang diterima a tau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia. Hal ini karena jangka waktu 4 (empat) Tahun 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung sejak Tahun 

Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021; 

d. Tahun Pajak 2023: 1 Januari s.d. 31 Maret 2023 dikenai PPh atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

SRI MULYANI INDRA WATI 

Kepala Bagian menterian 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENGHITUNGAN DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN 

YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN 

Contoh 1: 

Tuan A memiliki 100% saham PT B yang berkedudukan di Indonesia. Pada 

tahun 2020, PT B membukukan Laba Setelah Pajak sebesar 

Rpl00.000.000,00 dan pada tanggal 1 Februari 2021 membagikan Dividen 

sebesar Rp20.000.000,00. Dividen sebesar Rpl5.000.000,00 diinvestasikan oleh 

Tuan A di dalam wilayah Indonesia. Besarnya Dividen Tuan A yang dikecualikan 

dari objek PPh dan yang dikenai PPh sebagai berikut: 

a. Laba Setelah Pajak Rpl00.000.000,00 

b. Dividen yang dibagikan Rp20.000.000,00 

C. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia Rpl5.000.000,00 

d. Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia (b-c) Rp5.000.000,00 

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebesar 

Rp15.000.000,00 dan Dividen yang dikenai PPh sebesar Rp5.000.000,00. 

Contoh 2: 

PT C dan PT D masing-masing memiliki 0, 1 % saham Y Inc. (saham diperdagangkan 

di bursa efek luar negeri) yang berkedudukan di Negara V. Pada tahun 2020, 

Y Inc. membukukan Laba Setelah Pajak sebesar $100.000. Pada tanggal 1 Maret 

2021 Y Inc.membagikan Dividen kepada PT C dan PT D masing-masing sebesar 

$10. PT C dan PT D menginvestasikan Dividen di Indonesia masing-masing sebesar 

$10 dan $7. Besarnya Dividen PT C dan PT D yang dikecualikan dari objek PPh 

dan yang dikenai PPh sebagai berikut: 
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Informasi 

a. Laba Setelah Pajak Y Inc. 

b. Persen tase Kepemilikan 

C. Hak atas Laba Setelah Pajak 

d. Dividen yang dibagikan 

e. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia 

f. Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia 

Dividen yang dikecualikan dari objek PPh: 

1. PT C, sebesar $10; 

2. PT D, sebesar $7. 

Dividen yang dikenai PPh: 

1. PT C, sebesar $0 (tidak ada yang dikenai PPh); 

2. PT D, sebesar $3. 

Contoh 3: 

PTC PTD 
(0, 1 %) (0, 1 %) 

$100.000 $100.000 

0,1% 0,1% 

$100 $100 

$10 $10 

$10 $7 

- $3 

PT F memiliki 100% saham X Corp. (saham tidak diperdagangkan di bursa efek 

luar negeri) yang berkedudukan di Negara W. Pada tahun 2020, X Corp. 

membukukan Laba Setelah Pajak sebesar $100. Pada tanggal 10 Maret 2021: 

a. X Corp. membagikan Dividen $50. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia 

se besar $30. 

b. X Corp. membagikan Dividen $20. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia 

sebesar $20. 

Besarnya Dividen PT F yang dikecualikan dari objek PPh dan yang dikenai PPh 

sebagai berikut: 

Informasi 
PTF PTF 

(Kasus a) (Kasus b) 
a. Laba Setelah Pajak X Corp. $100 $100 

b. Kepemilikan 100% 100% 

C. Batasan Dividen yang seharusnya diinvestasikan $30 $30 
(30% x Kepemilikan x Laba Setelah Pajak) 

d. Dividen dibagi $50 $20 

e. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia $30 $20 

f. Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia $20 $0 
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Dividen yang dikecualikan dari objek PPh: 

a. Pf F (kasus a), se besar $30. 

b. Pf F (kasus b), sebesar $20. 

Dividen yang dikenai PPh (selisih batasan 30% Laba Setelah Pajak dengan Dividen 

yang diinvestasikan): 

1. Pf F (kasus a), sebesar $0 (tidak ada yang menjadi objek PPh); 

2. Pf F (kasus b), sebesar $10 ($30-$20). 

Selisih bagian Laba Setelah Pajak dengan batasan Dividen yang seharusnya 

diinvestasikan: 

1. Pf F (kasus a), sebesar $70; 

2 . Pf F (kasus b), sebesar $70, 

tidak dikenai PPh. 

Contoh 4: 

Pada tahun 2021 Pf I (perusahaan jasa konstruksi) memperoleh penghasilan dari 

jasa konstruksi dari J Ltd. yang dilakukan di negara X (melalui bentuk usaha 

tetap) sebesar $100. Atas penghasilan tersebut: 

a. Pf I menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar $30, atau 

b. Pf I menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar $20. 

Besarnya penghasilan konstruksi Pf I yang dikecualikan dari objek PPh dan yang 

dikenai PPh sebagai berikut: 

lnformasi 
Pf I Pf I 

(Kasus a) (Kasus b) 
a. Penghasilan setelah pajak dari BUT $100 $100 
b. Batasan 30% dari jumlah penghasilan $30 $30 

setelah pajak 
C. Besarnya penghasilan setelah pajak yang $30 $20 

diinvestasikan 
d. Besarnya penghasilan setelah pajak yang $70 $80 

tidak diinvestasikan 

Penghasilan dari luar negeri melalui bentuk usaha tetap yang diterima Pf I yang 

dikecualikan dari obj ek PPh: 

a. Pf I (kasus a), se besar $30; 

b. Pf I (kasus b), sebesar $20. 

Penghasilan yang dikenai PPh: 

a. Pf I (kasus a), sebesar $0; 

b. Pf I (kasus b), sebesar $10 ($30 - $20). 
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Selisih penghasilan setelah pajak dengan batasan 30% dari jumlah penghasilan: 

a. PT I (kasus a), sebesar $70; 

b. PT I (kasus b), sebesar $70, 

tidak dikenai PPh. 

Contoh 5: 

Pada tahun 2021 PT K memperoleh penghasilan dari jasa konstruksi dari 

L Ltd. yang dilakukan di negara Y (tanpa melalui bentuk usaha tetap) sebesar 

$100, dengan jangka waktu pekerjaan yang belum melebihi time test. Atas 

penghasilan tersebut: 

a. PT K menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar $100, atau 

b. PT K menginvestasikan ke wilayah Indonesia sebesar $70. 

Besarnya penghasilan konstruksi PT K yang dikecualikan dari objek PPh dan yang 

dikenai PPh sebagai berikut: 

Informasi 
PTK PTK 

(Kasus a) (Kasus b) 
a. Penghasilan tidak melalui BUT $100 $100 
b. Besarnya penghasilan tidak melalui BUT $100 $70 

yang diinvestasikan 
C. Besarnya penghasilan tidak melalui BUT $0 $30 

yang tidak diinvestasikan 

Penghasilan dari luar negen tidak melalui BUT yang diterima PT K yang 

dikecualikan dari objek PPh: 

a. PT K (kasus a), se besar $100; 

b. PT K (kasus b), sebesar $70. 

Penghasilan yang dikenai PPh: 

a. PT K (kasus a), sebesar $0. 

b. PT K (kasus b), sebesar $30 ($100 - $70) 

Contoh 6: 

PT M memiliki 0,2% saham Y Inc. (saham diperdagangkan di bursa efek luar 

negeri) yang berkedudukan di Negara X. Tanggal 1 April 2021 

Y Inc. membagikan Dividen kepada PT M sebesar $180. PT M menginvestasikan 

Dividen di Indonesia se besar $150. Besarnya Dividen PT M yang dikecualikan dari 

objek PPh dan yang dikenai PPh: 

a. Dividen yang diterima PT M $180 
b. Dividen yang diinvestasikan di Indonesia $150 
C. Dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia $30 
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Dividen PT M yang dikecualikan dari objek PPh sebesar $150. Dividen PT M yang 

dikenai PPh se besar $30. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian 

SRI MULYANI INDRAWATI 

.... 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 189 -

LAMPIRAN VII 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA 

NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 

CARA PERPAJAKAN 

CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI INVESTASI 

LAPORAN REALISASI INVESTASI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama Wajib Pajak : ...... . .................... . ... ... . ............. .. (1) 

NPWP 

alamat 

periode Tahun Pajak 

: ................. . .. . ....... .. . ... ............. . .. (2) 

: .................................................. (3) 

: .. ... ... .......... ........ .. . .. ... ................ (4) 

menyampaikan laporan realisasi investasi dengan informasi sebagai berikut: 

a. Dividen atau Penghasilan Lain 

No. 

1 

2 

Jenis dan 

Pemberi 

Penghasilan 

(5) 

Dividen dari 

Dalam Negeri 

a. PT .. . 

b. PT ... . 

Dividen dari 

Luar Negeri 

1. Saham di 

Bursa Efek 

a . . .. . 

b . .... . 

2 . Saham 

tidak di 

Bursa Efek 

Laba Proporsi 

Setelah Kepemilikan 

Pajak Saham 

(6) (7) 

Tanggal Jumlah Jumlah 

Diterima/ Dividen yang Dividen/ 

Diperoleh Dibagikan/ Penghasilan 

Dividen/ Nilai lain yang 

Penghasilan Penghasilan Diinvestasikan 

Lain Lain (10) 

(8) (9) 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 190 -

a . .... 

b .... . . 

3 
Penghasilan 

setelah Pajak 

dari Luar 

Negeri (BUT) 

4 
Penghasilan 

dari luar 

negeri (non 

BUT) 

Jumlah 

b. Investasi 

No Tanggal investasi ( 11) Bentuk investasi (12) Nilai investasi (13) 

1 

2 

Jumlah 

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya . 

.... ...... , ... ................ 20 .. (14) 

ttd. 

.......... ...... .... .................. (15) 
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Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

Nomor (10) 

Nomor (11) 

Nomor (12) 

Nomor (13) 

Nomor (14) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

FORMULIR LAPORAN REALISASI INVESTASI 

Diisi dengan nama Wajib Pajak. 

Diisi dengan NPWP. 

Diisi dengan alamat Wajib pajak. 

Diisi dengan tahun periode pelaporan (2021, 

2022, dan seterusnya). 

Diisi dengan jenis penghasilan (Dividen dari 

dalam atau luar negeri, penghasilan setelah 

pajak dari suatu BUT, penghasilan dari luar 

negeri tanpa melalui BUT). 

Diisi dengan nilai Laba Setelah Pajak (untuk 

Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah 

pajak yang berasal dari luar negeri dari suatu 

BUT). 

Diisi dengan proporsi kepemilikan saham (untuk 

Dividen dari luar negeri) . 

Diisi dengan tanggal diterima atau diperoleh 

Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan 

setelah pajak dari suatu BUT, penghasilan dari 

luar negeri tanpa melalui BUT. 

Diisi dengan jumlah Dividen yang dibagikan a tau 

nilai penghasilan lain. 

Diisi dengan jumlah Dividen atau penghasilan 

lain yang diinvestasikan. 

Diisi dengan tanggal investasi. 

Diisi dengan bentuk investasi sesua1 kriteria 

bentuk. 

Diisi dengan nilai investasi. 

Diisi dengan tempat dan tanggal laporan. 
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Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat 

laporan. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian ~ ,n ~" 

menterian 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI INVESTASI 

Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan 

Laba Setelah Pajak sebesar Rpl00.000.000,00. Pada tanggal 3 November 2020 

PT X membagikan Dividen 30% dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar 

Rp30.000.000.00 diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada 

tanggal 10 Maret 2021. Atas Dividen yang diterima Tuan A sebesar 

Rp30.000.000,00 dapat dikecualikan dari objek PPh. Ketentuan penyampaian 

laporan investasi Tuan A sebagai berikut: 

1. Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan 

Maret tahun 2021. 

2. J angka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 Tahun Pajak, dimulai 

sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 

3. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode: 

a) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2021 

(periode 3 November 2020 s.d. 31 Desember 2020); 

b) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2022 

(periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021); 

c) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023 

(periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022). 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. ~=~ 

. SRI MULYANI INDRAWATI 

Kepala Bagian 1M2IWIJ~H<l.: enterian 

.... 
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LAMPIRAN IX 
PERA TURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN 

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

: ............ ................... ( 1) 
: ............................... (3) 

: Permohonan Surat Keterangan tidak 
Dilakukan Pemotongan dan/ atau 
Pemungutan Pajak Penghasilan 

Yth. Direktur Jenderal Pajak 

......... ' ................... (2) 

u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............................... (4) 
......................................................... (5) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
nama .................................................. (6) 

NPWP 
alamat 

(7) 
(8) 

dengan m1 mengajukan permohonan surat keterangan tidak dilakukan 
pemotongan dan/ atau pemungutan PPh untuk penghasilan atau transaksi sesuai 
Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.03/2021 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. 

Wajib Pajak 

............................... (9) 
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· PETUNJUK PENGISIAN 
FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN 

Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Nomor (9) 

DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 

Diisi dengan nomor permohonan BPKH. 

Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan 

dibuat. 

Diisi dengan jumlah lampiran. 

Diisi dengan KPP tempat BPKH terdaftar. 

Diisi dengan alamat KPP tern pat BPKH terdaftar. 

Diisi dengan nama atau identitas BPKH. 

Diisi dengan NPWP BPKH. 

Diisi dengan alamat BPKH. 

Diisi dengan nama dan tanda tangan BPKH atau 

wakil/kuasa BPKH. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

Kepala Bagian,Ri'.$, ~,l-lti _ai _~_!i _l'l -;J:-~i,i, menterian 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN 

PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP .......... (1) 

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........ (2) 

SURAT KETERANGAN 

TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN 

PAJAK PENGHASILAN 

Nomor ............................... (3) 

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak: 

nama 

NPWP 

alamat 

: .................................... (4) 

: ........................ ............ (5) 

: .................................... (6) 

dikecualikan dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan atas: 

1. Imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank 

di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

2. Imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan 

Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/ atau 

dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia. 

3. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan 

lain berupa penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap maupun 

I 
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tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan di bidang Pajak Penghasilan. 

4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif (KIK) yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana 

syariah, KIK efek beragun aset, KIK dana investasi real estat, KIK dana 

investasi infrastruktur, dan/ atau KIK berdasarkan prinsip syariah sejenis, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang Pajak 

Penghasilan. 

5. Pembelian emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga 

keuangan syariah. 

Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. 

Demikian untuk dipergunakan seperlunya . 

................... , ....... 20 .... (7) 

a.n. Direktur Jenderal Pajak 

Kepala Kantor 

.................................... (8) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

SURAT KETERANGAN TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU 

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 

Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

Diisi dengan Kantor Wilayah DJP tempat BPKH 

terdaftar. 

Diisi dengan KPP tempat BPKH terdaftar. 

Diisi dengan nomor dokumen. 

Diisi dengan nama atau identitas BPKH. 

Diisi dengan NPWP BPKH. 

Diisi dengan alamat BPKH. 

Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani. 

Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat 

penanda tangan. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

Kepala Bagian ..,'r".:~~---, nterian 
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENGGUNAAN SISA LEBIH 

Yayasan Pelestarian Lingkungan HIS merupakan badan nirlaba yang memperoleh 

sisa lebih sebesar Rp80.000.000,00 pada tahun 2019. Sisa lebih tersebut 

ditanamkan dalam sarana dan prasarana sesua1 ketentuan sebesar 

Rp60.000.000,00, sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 ditanamkan dalam dana 

abadi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau 

diperoleh. 

Dengan demikian sisa le bih tahun 2019 yang diterima a tau diperoleh oleh Yayasan 

HIS dapat dikecualikan sebagai objek PPh karena yang ditanamkan dalam sarana 

dan prasarana sesuai ketentuan sebesar 75% atau memenuhi paling sedikit 25% 

dari jumlah sisa lebih, sedangkan sisa lebih sebesar Rp20.000.000,00 

ditempatkan sebagai dana abadi. 

Contoh 2: 

Apabila dalam contoh Yayasan HIS di atas, jumlah yang ditanamkan dalam sarana 

dan prasarana dalam waktu 4 (empat) tahun sejumlah Rp16.000.000,00, sisa 

le bih tahun 2019 yang diterima a tau diperoleh oleh Yayasan HIS tidak dapat 

dikecualikan sebagai objek PPh, karena jumlah yang ditanamkan dalam sarana 

dan prasarana sebesar 20% atau lebih kecil dari 25% dari jumlah sisa lebih. 

Contoh 3: 

Apabila dalam contoh Yayasan HIS di atas, jumlah yang dialokasikan dalam 

bentuk sarana dan prasarana dalam waktu 4 (empat) tahun sejumlah 

Rp20.000.000,00, ditempatkan dalam dana abadi sejumlah Rp50.000.000,00 dan 

digunakan untuk selain sarana dan prasarana maupun dana abadi sejumlah 

Rpl0.000.000,00, sisa lebih tahun 2019 sejumlah Rpl0.000.00,00 tidak dapat 
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dikecualikan sebagai objek PPh karena meskipunjumlah yang ditanamkan dalam 

sarana dan prasarana memenuhi paling sedikit 25% darijumlah sisa lebih, namun 

terdapat sisa lebih sejumlah Rpl0.000.000,00 yang tidak ditanamkan dalam 

sarana dan prasarana serta tidak ditempatkan dalam dana abadi. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian 

SRI MULYANI INDRAWATI 

..,_ 
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LAMPIRAN XII 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 / PMK.03 / 2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PELAPORAN SISA LEBIH 

Pada Tahun Pajak 2019 sampai dengan 2022 Wajib Pajak Yayasan Sejahtera yang 

penyelenggaraan kegiatan sosialnya telah mendapat izin dari dinas sosial setempat 

memperoleh sisa lebih sebagai berikut: 

1. Tahun Pajak 2019 sebesar Rp500 .000.000,00; 

2. Tahun Pajak 2020 sebesar Rp600 .000.000,00; 

3. Tahun Pajak 2021 sebesar Rp400.000.000,00; dan 

4 . Tahun Pajak 2022 sebesar Rpl00.000.000,00. 

Sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan 

pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan 

pengembangan dengan rincian sebagai berikut: 

Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2019 s .d. 2021 

Sisa Lebih yang Penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Sisa Lebih 
Diterima/ Diperoleh 

Tahun Jumlah Tahun Jumlah Sisa 
(Rp) Lebih yang 

Digunakan 
(Rp) 

2019 500.000.000 2022 200.000.000 Ditanamkan dalam sarana dan prasana 
sesuai ketentuan 

2022 100.000.000 Diberikan kepada badan atau lembaga 
sosial dan/atau keagamaan lain sesuai 
ketentuan 

2022 200.000.000 Dialokasikan dalam bentuk dana abadi 
sesuai ketentuan 

2020 600.000.000 2022 240.000.000 Ditanamkan dalam sarana dan prasana 
sesuai ketentuan 

2024 200.000.000 Dialokasikan dalam bentuk dana abadi 
sesuai ketentuan 

2024 160.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana untuk 
fasilitas umum sesuai ketentuan 

2021 400. 000. 000 2022 100.000.000 Ditanamkan dalam sarana dan prasana 
sesuai ketentuan 
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300.000.000 Belum ditanamkan dalam sarana dan 
prasana 

2022 100. 000. 000 Belum ditanamkan dalam sarana dan 
prasana 

Contoh penghitungan dan format Laporan Penggunaan Sisa Lebih yang harus 

disampaikan sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2022: 

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022 

Penyediaan 
Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan 
Sisa Lebih dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke 

Tahun 
untuk Bentuk dalam dana abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk 

Pajak 
Ditanamkan Penanaman Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan lain 

Kembali Sisa Lebih *) 
Selama 4 Tahun Tahun Tahun Tahun 

Tahun ke- 1 ke-2 ke-3 ke-4 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2019 500.000.000 Sarpras - - 200.000.000 -
digunakan 
sendiri 

Sarpras - - 100.000.000 -
diberikan 
kepada 
Badan/Lem-
baga lain 
Ditanamkan - - 200.000.000 
dalam dana 
abadi 

2020 600.000.000 Sarpras - 240.000.000 - -

digunakan 
sendiri 
Ditanamkan - - - 200.000.000 
dalam dana 
abadi 
Pengadaan 160.000.000 
sarpras 
untukfasum 

2021 400.000.000 Dita namkan 100.000.000 - - -
dalam 
Sarpras 

2022 100.000.000 - - - -

Tota l 

Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali 

( ................................ ) 
Pimpinan Badan atau 
Lembaga Sosial dan/ atau 
Keagamaan 

Disetujui oleh 

Disusun oleh: 

( ................................ ) 

Sisa Lebih 
yang 

Melewati 
Sisa Lebih Jangka 

Jumlah yang Belum Waktu 
Penggunaan Sisa Ditanamkan Penanaman 

Lebih Kembali Kembali 
dalam 

Jangka 
Waktu 4 
Tahun 

(Rp) (Rp) (Rp) 

(8) =(4)+(5)+(6 )+(7) (9) = (2)-(8) (10) 

- - -

- - -

500.000.000 - -

- - -

- - -

600.000.000 - -

100.000.000 300.000.000 -

- 100.000.000 -

400.000.000 -

**) 400.000.000 

( .... ..... .................... .. ) 
Pejabat Instansi 
Pemerintah terkait***) 
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Keterangan: 

*) Diisi sesuai penggunaan sisa lebih: 

sarana dan prasarana yang digunakan sendiri; 

sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau lembaga sosial 

dan/ atau keagamaan lain; 

sarana dan prasarana untuk fasilitas umum; atau 

ditanamkan dalam dana abadi. 

**) Sisa lebih yang masih dapat ditanamkan kembali sejumlah 

Rp400.000.000 ,00 dapat digunakan pada tahun 2023 dan tahun-tahun 

berikutnya sesuai ketentuan. 

***) Jika ditanamkan dalam Dana Abadi 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b . 
Kepala Bagian 

SRI MULYANI INDRAWATI 

..,_ 
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LAMPIRAN XIII 
PERA TURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03 / 2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENGHITUNGAN JUMLAH SISA LEBIH DALAM HAL TERDAPAT SISA 

LEBIH YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 

Jika dalam Lampiran XII terdapat sisa lebih tahun 2020 seluruhnya ditanamkan 

dalam dana abadi, jumlah sisa lebih yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 

sebesar 25% dari jumlah sisa lebih yang seharusnya ditanamkan dalam bentuk 

sarana dan prasarana. 

Contoh pelaporannya: 

Laporan Penggunaan Sisa Lebih Tahun Pajak 2022 

Penyediaan Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan 
Sisa Lebih Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan Sisa Lebih 

Sisa Lebih untuk Sentuk dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Alokasi ke Jumlah yang Belum 
Tahun 

Ditanamkan dalam dana abadi atau Pemberian Sisa Lebih untuk Penggunaan Sisa Ditanamkan yan g Tida k penanaman 
Pajak 

Kembali sisa lebih Sadan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain 
Selama 4 Tahun Tahun Tahun Tahun 

Tahun ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2019 500.000.000 Sarpras - - 200.000.000 
digunakan 
sendiri 

Sa rpras - - 100.000.000 
diberikan 
kepada 
Sadan/Lem-
baga lain 
Ditanamkan - - 200.000.000 
dalam dana 
abadi 

2020 600.000.000 Ditanamkan - *) 240.000.000 360.000.000 
dalam dana 
abadi 

2021 400.000.000 Ditanamkan 100.000.000 - -
dalam -

Sarpras 

2022 100.000.000 - - -

Total 

Sisa Lebih yang masih dapat ditanamkan kembali (a) - (b) 

( ... .... .... .. ................... ) 
Pimpinan Badan atau 
Lembaga 

Disetujui oleh 

Disusun oleh: 

( .................................. ) 

-

-

-

-

-

Lebih Kembali 
Sesuai 

Ketentuan 

(Rp) (Rp) (Rp) 

(8) - (4)+(5)+(6)+(7) (9) - (2)- (8) (10) 

- - -

- - -

500.000 .000 - -

600.000.000 - 150.000 .000 

100.000.000 300 .000.000 -

- 100.000.000 -

(a) (b) 
400.000.000 150.000.000 

**) 

250 .000.000 

( ..... ......... .. .... .... ....... ) 
Pejabat Instansi 
Pemerintah terkait***) 
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Keterangan: 

*l apabila pada tahun 2022· dari sejumlah Rp240.000.000,00 yang bersumber 

dari sisa lebih Tahun Pajak 2020, terdapat sejumlah Rpl00.000.000,00 yang 

digunakan tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai Sisa Lebih yang Diterima Badan atau Lembaga Sosial dan/ atau 

Keagamaan, dana abadi sejumlah Rpl00.000.000,00 menjadi objek PPh pada 

Tahun Pajak 2022 sebagai koreksi fiskal. 

**l sisa lebih Tahun Pajak 2020 sejumlah Rp150.000.000 ,00 yang tidak 

digunakan sesuai ketentuan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 

diperolehnya sisa lebih, diakui sebagai objek PPh pada 31 Desember 2024 

dan dilaporkan sebagai penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 

PPh Badan 2024 sebagai koreksi fiskal. 

***) Jika ditanamkan dalam Dana Abadi 

31 - 12-2024 

... 

tahun ke-1 tahun ke-2 tahun ke-3 tahun ke-4 

' ' 
Ir 

(sisa lebih) 

31-12-2020 30-12-2021 30-12-2022 30-12-2023 30-12-2024 

sisa lebih Tahun Pajak 2020 diterima/diperoleh pada 31-12-2020, periode 

pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana selama 4 (empat) tahun 

dihitung sejak 31-12-2020: 

o Tahun ke-1: 31-12-2020 s.d. 30-12-2021 

o Tahun ke-2 : 31-12-2021 s.d. 30-12-2022 

o Tahun ke-3: 31-12-2022 s.d. 30-12-2023 

o Tahun ke-4: 31-12-2023 s .d . 30-12-2024 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum ___ 

u.b. 
Kepala . IflM .. '-""·•Y.,. '-'---=~ erian 
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LAMPIRAN XIV 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

A. CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN KE 

KAS NEGARA 

Contoh 1: 

Pada tanggal 2 Januari 2021, PT A dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan 

usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 

2021, PT A melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesm sebesar 

Rpl.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar 

Rp 100.000.000,00. 

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, PT A 

mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut sebesar 

Rpl00.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke 

Masa Pajak berikutnya. 

Pada tanggal 10 Oktober 2021, PT A melakukan pembelian sarung sebesar 

Rp200 .000.000,00. Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 

Oktober 2021 PT A melaporkan Pajak Masukan sebesar Rp20.000.000,00 dan 

kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak sebelumnya sebesar 

Rpl00.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 

Oktober 2021 menyatakan lebih bayar sebesar Rp120.000.000,00 dan 

dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

Pada tanggal 12 November 2021, PT A melakukan penyerahan BKP berupa 

sarung sebesar Rp300.000.000,00. Pada Surat Pemberitahuan Masa PPN 

Masa Pajak November 2021 PT A melaporkan Pajak Keluaran sebesar 

Rp30.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak 

sebelumnya sebesar Rp120.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa 

PPN Masa Pajak November 2021 menyatakan lebih bayar sebesar 

Rp90.000.000,00 (Rp30.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dan atas kelebihan 

pembayaran pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

Pada Masa Pajak Desember 2021, jumlah lebih bayar sebesar 

Rp90.000 .000,00 telah dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran 
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pajak oleh Pf A serta atas permintaan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak tersebut telah diterima oleh Pf A. 

Sampai dengan Masa Pajak Desember 2026, Pf A belum melakukan 

penyerahan alas kaki yang dihasilkan dengan mesin yang telah dibeli terse but 

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 

Desember 2026 yang menyatakan nihil. Mengingat sampai batas waktu 

5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan, 

yakni Masa Pajak Desember 2026, Pf A belum melakukan penyerahan BKP, 

penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP terkait dengan Pajak 

Masukan tersebut, maka Pf A wajib membayar kembali ke kas negara paling 

lambat pada tanggal 31 Januari 2027 sebesar Rpl00.000.000,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Rp90 .000.000,00 merupakan kelebihan pembayaran pajak dalam Surat 

Pemberitahuan Masa PPN Desember 2021 yang telah diterima oleh 

Pf A; dan 

b. Rpl0.000.000,00 merupakan Pajak Masukan atas perolehan mesin yang 

telah diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak November 

2021. 

Contoh 2: 

Pada tanggal 2 Januari 2021, Pf B dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan 

usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 

2021, Pf B melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesm sebesar 

Rpl.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar 

Rpl00.000.000,00 . 

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, Pf B 

mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut sebesar 

Rpl00.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke 

Masa Pajak berikutnya. 

Pada tanggal 10 Oktober 2021, Pf B melakukan pembelian sarung 

sebesar Rp200 .000.000,00. Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa 

Pajak Oktober 2021 Pf B melaporkan Pajak Masukan sebesar 

Rp20.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak 

sebelumnya sebesar Rpl00.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan 

Masa PPN Masa Pajak Oktober 2021 menyatakan lebih bayar sebesar 

Rp120.000.000,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 
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Pada tanggal 12 November 2021, PT B melakukan penyerahan BKP berupa 

sarung sebesar Rp300.000.000,00. Pada Surat Pemberitahuan Masa PPN 

Masa Pajak November 2021 PT B melaporkan Pajak Keluaran sebesar 

Rp30.000.000,00 dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak 

sebelumnya sebesar Rp120.000.000,00, sehingga Surat Pemberitahuan Masa 

PPN Masa Pajak November 2021 menyatakan lebih bayar sebesar 

Rp90.000.000,00 (Rp30.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dan atas kelebihan 

pembayaran pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

Sampai dengan Masa Pajak Desember 2026, PT B belum melakukan 

penyerahan alas kaki yang diproduksi dengan mesin yang telah dibeli 

tersebut dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 

Desember 2026 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp90.000.000,00 dan 

dikompensasikan ke Masa Pajak Januari 2027. 

Mengingat sampai batas waktu 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan 

pertama kali Pajak Masukan, yaitu Masa Pajak Desember 2026, PT B belum 

melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor 

JKP terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka: 

a. nilai lebih bayar pada Masa Pajak Desember 2026 sebesar 

Rp90.000.000,00 tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak 

Januari 2027 dan tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak; dan 

b. PT B wajib membayar kembali sebesar Rpl0.000.000,00 yang 

merupakan Pajak Masukan atas perolehan mesm yang telah 

diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak 

November 2021. 

Contoh 3: 

Pada tanggal 2 Januari 2021, PT C dikukuhkan sebagai PKP dengan kegiatan 

usaha utama menghasilkan BKP berupa alas kaki. Pada tanggal 10 Januari 

2021, PT C melakukan pembelian 10 (sepuluh) mesm sebesar 

Rpl.000.000.000,00 untuk memproduksi alas kaki dengan nilai PPN sebesar 

Rp 100. 000. 000, 00. 

Dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2021, PT C 

mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut sebesar 

Rpl00.000.000,00 dan kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke 

Masa Pajak berikutnya. 
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2 . Petunjuk peng1s1an selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(SPT Masa PPN). 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Um 

u.b. 
Kepala . _ ... r ~ ~'"v;~,...., terian 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 211 -

LAMPIRAN XV 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILA! DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK 

YANG TIDAK SAMA 

PKP EFG baru menerima Faktur Pajak atas perolehan BKP tertanggal 8 Agustus 

2021 dari PKP HIJ pada tanggal 14 Desember 2021. Perolehan BKP tersebut 

berhubungan dengan kegiatan usaha PKP EFG. PKP EFG telah menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Agustus 2021, September 2021, dan 

Oktober 2021. PKP EFG belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN 

Masa Pajak November 2021. PKP EFG belum membebankan sebagai biaya dan 

tidak menambahkan (mengapitalisasikan) dalam harga perolehan BKP. Pajak 

Masukan atas perolehan BKP yang Faktur Pajaknya tertanggal 8 Agustus 2021 

tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh PKP EFG melalui 

pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Agustus 2021, 

September 2021, atau Oktober 2021, atau melalui penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak November 2021. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Kepala Bagian ·-/ .-~. nterian 
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LAMPIRAN XVI 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

YANG TERCANTUM DALAM FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT DENGAN 

MENCANTUMKAN IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI 

SELAKU PEMBELI BARANG KENA PAJAK ATAU PENERIMA JASA KENA PAJAK 

BERUPA NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN 

Tuan G telah dikukuhkan sebagai PKP pada KPP Pratama SUB. Tuan G melakukan 

pembelian barang elektronik dari PT H dan PT H membuat Faktur Pajak pada 

tanggal 1 7 Desember 2021 dengan mencantumkan nomor induk kependudukan 

Tuan G. 

Berdasarkan contoh di atas, Tuan G selaku pembeli BKP dapat mengkreditkan 

Pajak Masukan atas PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat dengan 

mencantumkan identitas pembeli berupa nama, alamat, dan nomor induk 

kependudukan Tuan G sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang perpajakan. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Kepala Bagian = -menterian 
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LAMPIRAN XVII 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 /PMK.03/2021 
TENTANG 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN 

A. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA 

DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK 

PT IJK merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan 

garmen. Selama tahun 2019, PT IJK membukukan total peredaran bruto 

sebesar Rp4 .500.000.000,00 sehingga PT IJK belum wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PT IJK membukukan total 

peredaran bruto periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Mei 2020 

sebesar Rp4.800.000.000,00, sehingga PT IJK seharusnya melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama tanggal 30 Juni 2020. 

PT IJK baru melaporkan usahanya un tuk dikukuhkan se bagai PKP pada 

tanggal 19 Oktober 2020. 

Pada tanggal 18 Februari 2022, KPP Pratama OPQ melakukan pemeriksaan 

PPN terhadap PT IJK untuk Masa Pajak Januari sampai dengan 

Desember 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak 

menemukan data sebagai berikut: 

1. peredaran bruto PT IJK untuk tahun buku 2020 yaitu sebesar 

Rpl0.000.000.000,00; 

2. penyerahan garmen sejak PT IJK dikukuhkan sebagai PKP (tanggal 19 

Oktober 2020) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 

Rpl.700.000.000,00; dan 

3. penyerahan garmen oleh PT IJK untuk periode sejak PT IJK seharusnya 

dikukuhkan sebagai PKP yaitu tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 

tanggal 18 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00. 

Penghitungan Pajak Masukan atas penyerahan garmen sebelum PT IJK 

dikukuhkan sebagai PKP yaitu: 

Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut: 
(Rp2.500.000.000,00 x 10%) 
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: 
(Rp250.000.000,00 x 80%) 

Jumlah PPN kurang bayar 

Rp250.000.000,00 

Rp200.000.000,00 -

Rp 50.000.000,00 

i 
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